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PERENCANAAN “PERTUMBUHAN DENGAN KEADILAN DAN DALAM KESE -
IMBANGAN"

M. Hadi SOESASTRO

PENGANTAR

- Tulisan 1m tidak akan rnemt;ahas “sense’” dan "nonsense’ r;ia'n per
rumbuhan untuk. Indonesia. Pada umumnya telah disepakati bahwa pembangun»
~ an dan perke.-mbangan magyarakai membutuhkasn pertumbuhan ekonomi vang
“beraxti. Tetap: telah 'nempa,kan pengetahuan umuem pula, bahwa pada dasar
| nya mekanisme permm;han ekonorni tu i1dak secara. langsung akan-membe -

rikan perhatian pada ,-kmdﬂ_an. ma}ahsn_ mqngkm x_x._r.lawanlan dengan azas ke-
adi'lan.l s : _ : : ;

_ ﬁ‘\ili_san 1 akan menel it ungkapan -"pertumi_auhaﬁ“dengan keadilan
dan dalam keseimbangan", ‘tetapi tidak akan membenkaxj kerangka pelaksa-
na'ﬁn-ﬁya. Sebab, apabila pelaksanasn adalzh sek_édar kelanjutan dari suatu
perencénaan_ vang baik, perencanaan itu sendiri adalah hasil dari berbagat

. prin':n'ip. herseps! dan pernilaian yang seharusnya dapar di jelaskan teriebih

' dahulﬁ. untuk kemudian disusun dalam suatu sisrematfka tertentu.

Di Indouesia dewasa ini terdapat keinginan untuk mencari pola per-
- tumbuhan ‘yang dapat menampung tuntutan keadilan dan yang dapat berlang‘
_ sung_ da.lam ke_s;:im_bangan. Keinginan s_empa ini dapat dilihat dalam GARIS-
GARIS BESAR HALUAN NEGARA, di mana dinyatakan bahwa "Pelaksanaan
- pembangunan d:lisamﬁing' meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus
; menjé.m@n pembagian pendapaian yang merata bagi seluruh Rakyat sesusi
dengar. rasa keadilan, dalam rangka diwujudkannya azas keadilan sosial se-
: hmgga disatu pihak pembangunan ity tidak hanya ditujukan untuk meningkat -
~ kan produksi, melainkan sekaligus meucegah *nelebarnya Jurang pemisah
" antara yang kaya dan yang miskin dengan menunbghkan azas hidup sederhas
na dan wajar; bukan saja untuk mencapai masy arakat yang makmur, meld.’in
m juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Dilain pihak lapisan masya-
vakat yang teriibat dalam pembanguuan harus semakin meluas dan merata,
baik dalam memikul beban pembangunan, maupua dalam pertanggungan jawab
atas pelaksausen pemhungtman ataupun didalam menerima kembali hasil pemn -



bangunan. ol Selanjutnya dinyustaken paia bahwa ' ... .. pembangunan itu tidak
henya raengzjar kerajuen lahirish ateu kepussen bethinich saja, melainkan

ilz
keselavaszn, keserasian dan keseimbangan antars kedvanya ... ..

Ke:!ngigaﬁ serupa iaf teatu tidak mudeh penyelcnggaramya. terutaina
karens hinggo ssat ind kita belum dapat wengeunalan telinlk-tefknik di mane
ungkepan -ungkapan seperti “keadilan" dan “keseimbangan' dapat didatakan
dan kemudian diintesriv ke dalam pola perencenaan yang menyeluruh. Namun
. demikian, sekali teich kiga nyataicen keinginan ini, makn harus dicoba untuk
menterjemahiten kedua ungkagaan_"tersekmt ke da’am bahasa yang dupai ditang-
kop oleh para perencana. Dengan sendirinva uraaha'_fgmacam ini tidak akan
memuaskan, ieiapi sesediidtaya ustuk dspat mwersberikan kejelasan, maka
diperivkan pensfsiren yang mempunyad arti bagi perencencan. Sesekali suatu
penafsiran dan vencans yang jelas untuk euatu periode tertentu telah dapat di-
terima oleh masyarakat vmum, maka segals ussha akan berjalan dengan lebih
lancaxr. Sebsb, deagen edanya keiolaman inf rortentangan politis -- yang selama
ini menjadi cumber pengharnbai utems -~ Jibaolag ag gerelnya. Dewasa
ind, oleh karenn kejelason tentang oz ilen dan Lzssimbangan it belum dapar
diberikan, ‘setien wjenn politdo denst sale meapalinap masuk ke belakang
m@w-m@ tergelnil, dan cecara harlarut-larut akan menimbulkan
kegoacargan-kegorcangen yang oehonucrye tidsh periu torjedl. Tetapt ketidak-
jelasan its Juge aken membingunghen pilipik-pihak jong texcangkut dalam pe-
lakganaon usaha-vasha pomisagunen ity esadixi,

RATIONALE PRRENCANAAN JANGKA PANJANG

Sesuat dengen hakekamys eebagad evety 1ansalah pertumbuban, maks
pola perencenasn jengica panjany men?::::km satu-getunys Kerangha yang dapat |
melingleupl dimenal pormasalchanaya. lulsh cobobuya masalah pertumbuhan,
apalagi ymg‘mgmmrbmmg“m "keadiion” dan "Feesimbengan tidak pernab
akan jelar dalem suatu tinjoren gtetis. Ap_bda "perturabithan dengan keadilen
dan delam Legsimbangen™ ftu dibahes dalar surts tinjanan stetis, maka pada

- setded walm t (¢ £ ﬂ;ﬂm t.‘-_‘;’ srnna Ot ) pebomeara tinglat nertumbuhan itu di-
sertei dengnn toxpoachinga tumtuten ekee fosdiian don bereda dalem kegeim-

L
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Lihet Ketotepan MIR R, L Tolra 1973 No. IV, baglon B,




Cea

bangan antara pemenchan kebutuhan materiil dan kebutuhan non-materiil. Di

- Indonesia dewasa ini terdapet kecenderungan untuk masih menggunakan kerang-
ka pernilaian sepert di atas, dan tdwénya gazt menilginya adslah setisp ta-
hun menjelang pengesshan APBN (Anggaren Penerimasn can Selanja Negara),
dalem mana keseimbar.; 2n dihubungkan dengan perbendingsn gllckasi budget
untuk bidang ekoromi dengan bidang sosial, tetepi tidak jarang bahwa dalam
hubungannya dengan masaleh keadilan, pernilaian diadekan dalam periode u-
rang dari satu tshun, dan setiap kali tergantung dari ieadsan yang t!erlaku pa-
da sast tersebut. Tuntuian cerupe in! jelas tidak dapat dipenuhi oleh kebijaksa-

- fiaan perencanasn yang inanapun.

Sebaliknys, kétiadzen perencanagn jengka paujang ysng jeiss dapat

| menunjukksn bilomana proces pertumbuhen dengan keadllan itu dapat dicapsal
dan bilarigha prriembubea dolam Lceeimbougan depat dimulai, selalu akan
mendorong Ligsyarakat untuk menilai sesulza hati. Tetapi menentukan periode
waktu saja tidaklah cukup. Yeng tidek keleh pentingnya -~ bahkan mungkin
merupakan ba'ckat ﬂar! pereamm ftw mmn -- adaish kejelassn mengenai
bagaimana kedua keadasn & etae tadi dupar dicepei: atas biaya eiapa dan
dengar pembicyaan ana, yelmi penentuan mengenal éektor-s&hor usshe den
kelompok masyarekat mana yang kkrus memiiul beban pembangunan. Tanpa
kejelzsen itu maks ungkepan “pertumbuban dengen keadilen dan dalam kase-
imbengar" hanya akon menimbulkan frusirasl karena merupakan ilimsi belah.
dea mungkin hanye berart! gobagal euaty jargon politik yang dapet mengom-

" bang-ambinghan masyarsket seeval kebsndak-kehendak polidk yang sebenar-
nys mempunyai tujuen yarg lain.

KEBUTUHAN DAN PEMENUMAN KEBUTUHAN

"Keedilan" dan "keesimbangan” gebenarnya adaleh sustu keadaan ter-
tentu dalam hulngan don portemvan entara kebutuhan yang dirasakan masya-
rakat di paty pihel don pomenvhan helrstuhan dalam vengia pembangunan di
piksk lain. Dilikat secare boglinl maka mesalah di ates dapat ditinjau dalam
model permintasn-psaawaran.

Jikalen kita mengikuti secara goria méar perkembangan model per-



mintaan-penswaran ind, pada permulean terdspat kebutuhen masyarakat yang
dinyetakan dalam bentuk berang-barang, dan untuk memenvhi kebutuhan terse -
but int timbul celivor -sektor predukel yang menghasilken bareng-barang texse-
Iat delam jumlch yang meniagkst. Semalin besar jumlah kelutuhen akan se-
guatu barang, semalkin murah harga barang terscbut, dan dongan demiidas
pecacldn luaa kelompaol masyarakat yaug dapat membelinya. Keadaan perupa
int berlangsung terus cchingga texcepal kejmuhm, baik & piha.k konsumen

. -mmdip!hakpm&m cCan timivullah ke!ngimnbamdmpm&zkﬂbarmg-

- barang Daru. Wm-wmmmmmateﬂmaskmu- _
raag-harang yang sesuai dengen kebutuhan mngyamkat yang baru, tetapi juga
dihsatikan sacust pertimbangan-pertimbangan dan keinginsn produsen. Di sini-

" jah produssn mengambil fungel yang baru dan inclussken wilaysh cperesinys
dengan memanuki wﬂayaih psikologin ¢l mane digunaksn teknik-teknik informa-
=i ureuk mmnpmgamm dan mersngeang measyarakar vatak membeli hasil pro-
dukeinya. Padamhalinlbsrlm. ma.kamkckatdu‘!mndelparm!m pe-
nawaran terscbut eudih berubah. Hal ini Japat dljlmlpll dl negara-negara in-
cduetri maju dwaz,a ind.

Dalom masyarekst kita, modcl permintaen-penawaran ini berbeda
dnganymad!umtméiw Masyarekst mempunyal mmﬁymm
mkandnlmhamng-karmg Tetapi kebutuhan itu lebih banysk ditestu-
kan cleh pengesuhi-nengaruh luex, cetu Gan lain hel karens kumajuan teknik
 komanitaei dan informaed. yeng telah mmlm!mlhnwnﬁ_m untuk menya-

" mai pola dsn tinglect hidup macyaroket yeng lebih majs. Selair barang-barang
Kebunchon ft tidek memmunyai ertl fongaiontl, kebutuhion ftu seodiz! tidek se-
suai dengon kepenitos alozomi-fiaensii] reta-reta koogumen. Model permin-
taan-pensweren yang dalem dirizye sslalu meccar! kocaimbangen, dslam kon-
disi masyarsist Endmmia dzwasa ird berada d-lam ket impangan yang besex.
Dalam model permintecn-pencvaren yeng Lericky, permirtasn tidak terbatas
peda baraxg-bareng teiapl kensumen juga meaurt pelvang-pelvang vntuk da-
pat memilikinya, malshan kerepkall racaunts pluang-poluang untulz memenu-
bi suatu kebutuhes yons tidek dircmusken Jebi® lanjut, |

Behwaosoya dalam model pormintesn-penawaran itu terjadi kasus se-
tascam #zl, hal dtu honya dspor ditorangian melalud mekonisme permintasn-
PROEWATAR, BLOU lebih o cinys, mekanisme koosumen-producen yang berlaku
di Indonesia.



di Indonesia. Dalam masyarakat kita produsen adalah identik dengan pemerin-
tah, sedangkan masyarakat bertindak scbagai konsumen dan dengan sadar me-
nempatkan dirinya dalam kedudukan ini. Hal ini berarti, bahwa dari pemerin -
tah diharapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam penyediaan "ba-
rang” untuk dikonsumir maupun dalam penyediaan “pelvang-peluang’’ untuk da-
pat mengkonsumirnya. Tuntutan serupa inm1 cukup berat, apabila diingat bahwa
"barang™ itu tidak hanya terdiri dari kebutuhan -kebutuhan materiil tetap: juga
Eebulﬂhan-kabutuhan non -materiil. Selanjutnya dem ke.}dllanl, pencipta

an peluang-peluang harus meluas dan merata, padahal jﬁmiah' modal yang ter-

sedia pada saat ini masih sangat terbatas.

Keadaan di ztas ini merupakan manifestasi dari tradasi pola kehidupan
yang berlaku dalam masyarakiu kitz, di mana raja atau penguasa bertanggung-
jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat. Dalam pola semacam
ini, rakyatr tidak mengenal "partisipasi” dalam arti bersama*samia memlkui
tanggung jawab. Dalam corak kehidupan baru dalam negard kita, Iy'ang dimak -
sudkan dengan partisipasi tidak lebih dar: perpartisipasi dalam “sistim kekua-
saan” yang berlaku. Partisipasi di luar sistim ini bukan dianggap sebagai par -
tisipasi yang sebenarnya. ltulah sebabnya bidang usaha swasta kurang menh-
rik dalam masyarakat kifa. Persoalan ini - - biarpun erat sangiut pautnya
dengan orientasi dan mental -- dalam kenyataan merupakat-x' corak dari kehi-
dupan politik. Penyelesaian masalah ini berada dalam wilaysh politik, dan
biarpun dalam tulisan ini tidak akan dibahas lebih lanjut, masalah ini tidak
berkurang penting artinya, mai ahan mungkin merupakan salaﬁ satu unsur pokok
yang perlu diperhitungkan dalarﬁ perencanaan pembangunan yang menyeluruh.
Kita mengetahui bahwa dalam tingkat kegiatan politik, yang dinyatakan sebagai
kebutuhan rakyat adalah tidak lebih dari ketnginan segolongan kecil masyara-
kat yang berada di kota. Dari sebab itu tidaklah terlampau keliru apabila di-
nyatakan bahwa dalam masyarakat kita pertentangan yang ada bukanlah per-
tentangan kelas melainkan pertentangan dalam kelas "elite”. Kalaupun demi-
kian, pertentangan ini mempunyai pantulan yang cukup jauh dengan dilibatkan-

nya massa rakyat untuk kepentingan "suara’’.

Diikutsertakannya rakyst secara langsung dalam percaturan politik



tingkat atas ini.ha.nya akan menimbulkan peningkatan harapan rzkyat. Dan
harapan 1 akan mergngkat secara terus menerus sebegiu fa mulzi dihangkit -
ail. Sehubungan dengan ini, keridakmampuan pemerintah untuk memenuhi ke-
butshan dan harapay tersebut akan menimbulkan kegoncangan dalam masyara-
kat, dan inemang wjuan serupa ini raenjadi tujuan percaturan politik dalam po-

la yang berlaku sejak mula berdirinya negara kita.

Dalam tulisan ini pembahasan hanva akan terbatas pada kenyataan bah-
wa rakyat éangat peka terhédap rangsangar ‘rangsangan yang dapat. menimbul -
kan eksplosi dari harapan-harapannya, apapun sebabnya. Jikalau kita: membuat

~ suatu proyeksx f1kt1f inaka keadaan yang paling felek addlah apabila dalam per-
jalanan wakuu jarak antara kebutuhan masyarakat k(t) dan pemenuhan kebutyh -
' annya p(t) akan semakin melebar dalam pewbandingan yang semakin tidak pro-
i porsionﬂ. Bahwasanya kebutuhan k(t) itu akan meningkat, hal ini dapat diperki-~
5 rakan akan terjadi, satu dar lain ha]_ j_:arena pertambahan penduduk yang me-

ningkat.
Gambar |
ta ’ .
; ki)
L ¥

» Pk
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Dalain Gambar I dapat kita iihat bahwa cara untuk mengecilkan jarak
antars L:{t) - p(t) adalzh dengan membuat k{t) lebih kecil, atau sebaliknya
dengan mﬂmbuar p(t) menjadi lebih besar. Kedua cara ini masing-masing me-
rupakan mdsalah dengan arti yang rersendiri. Apabila kita memilih jalan un-
tuk membuat k(t) menjadi lebih kecil atau dengan perkataan lain merencana-
kan perkembangan k(t), terdapat berbagai jalan yang dapat ditempuh. Praktek
pesggunaan tekm‘i: indoktrinasi yang ditunjang oleh ideologi ataupun senjata
adalah yang digunakan di negara komunis datau negara totaliter lainnya yang
. _ sudah kita sepakati tidak akan digiﬁakan Cara kedua adalah meyencanakan
perkembangan k(t) melaiu.i penerangan dengan memberikan suatu rationale
yang riil menganm proses pembangunan itu. Untuk ind maka perencaunaan pem-
| . bangunan harus Secam 1elas dapat men,'atakan beaamya harapan yang dapat

l, 12 vk tn.

dlpenuh;t pada saat t

Sehahimya apabﬂa cara yang akan dit.empuh adalah dengan memperbe-
sar p(t) maks perluasan "produsen" dalam model yang digunakan dalam anall-
se ini dapat berarti perluasan dan pengefektipan aparat pemerintahan atau
dengan menumbuhkan sektor-sektor produksi baru misalnya dengan meman -
faatkan usaha-usaha swasta. Dalam kondisi indonesia perivasan aparat peme-
rintah bukanlahl merupakan jawabannya, sedangkan jumlah pegawal negeri
yang berlebihan gaat ini malahan belum efektif, apalagi produktif. Pengeluarsn
negara untuk séktor_ yang tidak produktif ini merupakan beban yang semakin
beear. Kenyataan ini dapat kita lihat daﬁ angké-angka dalam Tabel L.

- R R R SRR G

Tabel 1. Perbandingan antara Anggaran Belanja Routine dan Pembanginan

Tehun Abggérdn'Belanja (dlm milyar Rp. )
Routine (Pegawai) - Pembangunan

1967° 66,656 t. a. | 14, 644

1968° 97,186 t. a. 41,500

1969/70° 204, 044 . 93,408 123, 374

1970/71% 283, 475 119, 439 115,784

1971/72° 364,100 163, 000 154,900

1972/78 437,500 198, 800 231, 100

1973/748 518,375 .230,74¢ 261,100 5

Sumber: lihat footnote di halaman 8. (1.a. = angka tidak tersedia)



Dulem memperbesar p{t), peagelekipan aparat pemerintah me. pa-
kan kahziusas, don pengeickiipan i ridak lain beraril peniagkaran produkt -
vitasnys. Tetasi umuk langka panjang, perluasar ({t) vang dapat menarmnpung
peainghatan k(1) hanya akan dicapzi apabila sebesar mungkin jumlah konsumen
cdapat divhah menjsdt produsen, satu dan lain untuk dapat mmenggeserkan seba-
glan duri beben pemerintah, misalnya di bidang pembangunan ekononn dengan
momanfaatkan ugsha usaha swasts, Dengan demikian gsecara bertahap peme-
rinteh é@ai raelepaskan peranannya sebagai produsen dan untuk sebagian be
sat beriungs: sebagai badan yang mengatur dan menertibkan tumbuhnva pe -
dusng -peluang baru bagi masyerakat untuk berpartisipasi dalam proses pem-
banguncn. Kiranya transformasi im diperiukan apabila pe:merlntah tidak ingin
jatuh delam heharurgn untuk cemakin memperiuna -smgiauun wewenangnya,
tidak ubabnya seperti praktek yang dijelankan di negara komunis.

PER TUMBUHAN DALAM XESEIMBANGAN

Sepornd welah dihahas gebelumnya maka tanpa suatu rencana jangka
panjung yang jelas, keseimbangan” pertumbuhan akan dinilai atas dasar
kebdjakconsan allokasi budget pembangunen sepertd yang tertera dalam APBN.
Hinggz mast ini REPELITA belum secara jelas dapat diturunkan dalam APBN
tahunan sccara terrencana untuk maca lima tehun yang bersangiutan, tetspi
eebaliknya haell pembangunan lima tahun itu lebih banyak merupakan resul -
tan?e dari pelakeanaan pembangunan tahunan yang disusun melalui APBN 1a-
huran yang satu dengan lainnys berdiri secara independen, aédangkan dalam
setiap tahwznys masth terlampau bersifat sektoral. Terlepas dari masalah
¢f atas ind, epeblla poratiatan masyarakat didasarkan peds angka-angka yang
tertera dalom AUEN tahunsn, maka memang akan diambil kesimpulan bahwa
pembanguasn jauh dort prinsfs keseimbangen. Tetepi hel ind tidak selalu
- berarti bahwa kegeluruhan proses pembangunan terjadi dalam ketidakseim -
bangan.

AR E A 4 AT | . SR o AL e

#UU No, 14/1966 LN 44, 31 Desember 1966
hUL Neg. 13/1957 LN 33, 30 Dzazember 1967
ota Keuangan dan RAPBN 1969/70
gNote Keuangan dan RAPBN 197G/71
?’&u@z‘aﬂwm Pemerinteh tentang RAPEN 1971/72 di DPR
L\lcm Keuangen dan RAPEN 1972/73
Exota Kcuangan den RAPBN 1973/74




Tabsl . Perbaadlngen cutare Asggoren Pembargu:in Ekosomi dan Sosial
Tabnrs Anggaren Pembangunon

Blonommd Soeial Uiz

(miy. Rp) (B (mily. Rp) (p  (mily. Rp) (B
1969 /70 $4, 428 76,4 19, Ci4 15,8 2,335 7,8
1970/71 81,0644 70,8 23,612 18,7 12,528 10,7
1971/72 119, 500 76,2 24,600 15,9 10, 800 7,9
1973/73 184,913 80,0 31,967 13,4, 14,221 6,6
1973/7¢ 53, 658 78,6 36,993 14,2 18,447 72

Sumber: lhat Tabal L

Bakwasanys pembangunen dowesa ini diresahan teriampau berat sebe-
lah pada bddang mlm;rmyﬁ merupakan saleh satu sebab mengapa pringip
hessimbangen dicantemkan dalam GARIS-GARIS DESAR HALUAN NEGARA pe-
tidaklah pomato-mata depet diaflal daxd cugka-engka dolam Tabel I, & stes.
Sebeb, mwmgiin esjs untuk tolun 1960 miscluya perbendingon allokesi budget
dspat dibust menjedd 3 : 1, ateu bahken menjedi 1 : [, tetop! kaleupun peda
- tabun 1989 itu dapa? Gleepal heceimbangan, totepd kossirabangan it tidek lang-
svag menjamin keseimbangan delem porkembengan barikvioya, malehan mung-
Bn akon menyebalilian bideng sosial dolam tabnm-tabun berikuinys meaderita
lebdl besssr. '

Kebijakosnsen pembangunan yang dianvt pemerintah dewasa ini sudab
joles merupakan kebijakeanagn yang ditujukan pada pelipatgandsan modal. Bah-
wasanya kebijekcanean psmbangunsn dapst menempuh jalan lain bukanlah masa-
lah yang bendak dibehas dalam tulisan ind. |

Adapun retionsle dari uecha untuk memperbesax modal ini kiranya ber-
desar peda perhitungan Lahwa untuk menjamin perkembangan yang lebih batk
dalam tehun-tabim berfiuteyas, terdapat suatu persyarsten bagi besarnya jum-
lsh model yang kerua depat dikumpulken untuk mempu membiayai usaha-usahg
pembangunan selenjutnya dengen hasil yang cukup berarti. Rationale semacam
ind edalgh lazim dalam proses pertumbuhan susty negare yang berada dalam



bFeeompiten modsl. Dan juctrv karere kelkurangen modal maka ketimpengan
dolasy pashondiogan elickac] bedget univk peubargmmen ¢ bidany ekonoii: dan
¢ bidang eocdal tidak depat ¢ijediken uiuran satu-seamys. Ulmrsa ftu lebih
banyal: menyangut efektivitap praggursen ¢aos-dena fimg decdiskon, dan re-

javia mana veehe-vrehs & bilung cesial BCUAE-bent., Wi, dlmcaination welk
mogysrskst. lemeny dslam pombengunen sostal "captial -cutput varic” sthe-
ot ukezen yang losim digunekan dalam okeaomi, tidak akan banyak dapeat
mengotekon otatpun menjelaskan efektivitpe usahe-ueeha di bideng ini, aste
dan lain hal karona heeil -haeil pemmbangunan soclel ddak ateu belum dapat
dinyateban dalam date. Nemun domiidan jikalen kita teliti kembeli mocal
perminioan-penawaran yang mrenjedi herangika analisa tulisan ini, kirenys
terdspat beberapa bal yeng eonarik untuk diteliti lebih lanjut,

Andaikan vntuk memenvhi kebutuban masyaraknt, pemerinteh csebagai
produsen memilikd moda! ezbesar V¥, dan untuk pembengunan di bidang ekoao-
mi diinvestis jumlah e2bosar (1-x). Y, sedangken untuk pembangunen di bidang
eagial diinvestir clecaya sebesar x. Y, don pada cost tertentu t hasiinya ada-
iah

P Pm = an afY

di manra P adalah hasgil prodrket yang torsedia vntul: dinikmati cleh masyarakat,
baik predukel delam bentuk moteriil Pm ataupun dalam bentuk ron-materiil
- seboear Pmn' sedangkon 2z adeloh fokior elelzivitas usaha dalam bubunganaya
dengan modal ateu "copitel -cutput ratio” -nya. Andaikan pula bshwa pada ssat
tn kabutuhan mesyarakat ezbogel koncumen depat dinyatakan s=bagai

K= Km + Knm
A&l mena 3{ edalah kebutvhen materiil dan Km adalah kebutuhan non-materiil,
make ratvk Mdeng meterlil, jumlah sebeear (Pm - Km) adalah bagisn yang tidsk
dikonpumiz, den menurut ilmu ekonomi herug ditust menjadi semakaims! mung-
kin entuk dapat mompserbesar tabungan dan fnvestasi, yang pada gilivannys me-
nentuken porcepaten pertimbuhan ekonomi. Sschallknya untuk bidang non-materii!,
bsgian yeng tidak dikopsumir, yokni sebesar (¢ -K_ ) adalah baglan yang
terhamburkan (waste), sedangiken bagian yang dikonsumir sdaleh justru bagian
yang diinvogtir dan yang lazim disebut sebagai "human investment”. Maks untu¥
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bideng wogic! kranya berlaku formula di mana (Pm «I{nm) harus diusahakan
vasnjedi eeminimal mungikin, sedangkan bagian yang dikonsumir, yakni Km}__?’ Gan
mesupakan investasi pade manusia itu harus diuszhakan untuk dapat menjad!
produktif. Cleh karena dolem sektor non-materiil, baik P, mauwpun K it
tidak depat divkur, make dalam sektor ini tidak berguna telmik-teknik, dan

selvruh keputusan secara raurni tergantung pada kebijakeansan-kebijaksanasano.

Jizalau kita kembali pada kenyataan bahwa kekurangan modal menye-
babkan periumbuban dalam .keaeimbangsn itu hanya akan menjadi "kenyatzan"
¢alam sustu pericde di masa yang akan datang, maka kejelasan mengenai
pericde tersebut kiranya harus dapat dinyatakan dalam perencanaan.

Andaikan persyaratan bagi besarnya modal yang harus dapat dikumpul -
ken untuk masapu membiaysi usaha-usaha pembangunan berikutnya dengan
hasil yas:é,r berarti dapat kita nyatakan dslam suatu prafik seperti lengkungan
g(t) dalam Gambar II (hal. 12) sebagai batas minimalnya, dan andaikan leng~
kungan b{t) adalsh batag maksimal yang dapat ditolerir oleh tuntuten sosial,

gy=f(x_ ): dam  B(t)=f((x_. )
maka dzersh kemungkinan kita beroperasi dibatasi oleh lengkungan g{t} dan
lengkvosan B,

Jizelow privencenaan menentukan pericde 15 tahun, misalkan antara
tahun 1969 dem tabun 1984, maka dalam Gembar il depat dilihat bahwa dengen
mengambtl o4, dengan &€ = £( %), dalam tahun 1974 tersedia sejumlah
medal (tivk b) yang diragakan cukup untuk memulai penyelenggaraan pertum-
buhan ynng lebih seimbang, yvakni di mana Pm(t) dan an(t) keduanya cukup |
gubstanciil untul selanjumya dapat menghaailken D, Bl' D!. Bz. «oe dat.
hiogga B 4 delem tahun 1984, Dengan proses serupa ini maka dapat diketakan
belras pericde ratara tahun 1974 dan tahun 1984 merupakan periode pextum-
bukan delam kegeimbangan., Sebaliknya periode 10 tahun antara tahun 1969
e tabun 1579 edalch periode yeng tidak seimbang, padahal kits menyeleng-
garaken kebijekeanasn yang sama.

Demilian pula, apebila kite merubah kebijakeansen den mengambifl
niled g vang lain, misalken ¢4 9 dan beroperasi hingga mencapal bates eks-
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trim B', pada saat mana x hampir mencapai titik :ninimalnya,l dengan pertim-
bang;.n untuk mengumpulkan jurnlah modal yang letnh besar daripada yang da-
pa: dicapdi dengan &£ y Padat yaug sama, kemudian baru akan memprodusis
an{t), maka dapat dinvatakan bahwa dalam periode antara tahun 1974 dan
tahun 1984 ini perturnbuban tidak berada dalam keseimbangan, tetapt apabila
proses ini kita lanjutkan hingga tahun 2000, maka mungkin bahwa dalam perio-
de antara tahun 1974 dan tahun 2000 itu, pertumbuhan berada dalam keesim -
bangan. Atas dases ini maka "keseimbangan" itu adalah suaru ungkapan yang
relatif, tergautung dari periode yang kita tentukan sebelumnya. Perencanaan
seharusnya menentukan periode itu dan mémberikan perkiraan proses yang
akan digunakan, yakni besarnya ¢4 dan besarnya percepatan pertumbuhan.
Dacrah kemnungkinan kita beroperasi vang dibatasi oleh g(t) dan h(t), fnaaing-
masing merupakém fungsi dari », pada dasarnys ditentukan oleh perkembangan
k dalam Gambar I, di mana k dalam model bersangkutan merupakan variabel

vang bersgifat eksogen (exogenous variable).

PERTUMBUHAN DENGAN KEADIL AN

Seperu halnya dengan ungkapen “pertuminihan dalam keseimbangén".
kiranya “pertumbuban dengan keadilan” jega bary akan mempunyai makna dan
arti riil, apabila ia ditafsirkan dalam suate reacans jangka panjang, vakni
dalam batas suatu periode tertentu, Sebagaimana telah disinggung sebelumnya,
keadilan adalah suatu perasaan 'yang sukar untuk dirumuskan, sehingga peren-
cansan pertumbuhan dengan memperhitungkan keadilan, kalaupun hal ind mung-
kin, bukanlai: pekerjaan yang mudah. Bahwasanya masalah ini menjadi aktuil
di Indonesia, hal ini dapat diindikasikan melalui ucapan-ucapan dan pernilaian-
pernilaian tentang pelaksanaan pembangunan. Tidak jarang faktor -faktor eks-
tern membentuk rasa keadilan ini, sehingga tidak jarang pula rasa ketidak-
adilan dinyatakan kurang tepat pada tempatnyz. Masalahnya adalah perencanasn
dan rencans belum merumuskan apa yang diartiken dengan keadilan dalam rang-
ka pertumbuhan, Apabila rencana telah memberikan kejelasan, dan ketentuan
tersebut dapat disetujui oleh masyarakat, maka perdebatan mengenal keadilan
aksn lebib mengena pada sasarannya. Pengertian keadtlan seperti yang dapat
ditangkap dalam perencanaan dengan aendirinyé bukanlah suatu ketentuan Yang
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siatis tetapl akan berkembang terus, sebab dalam suatu bzhasa perencanaan
pengertian keadilan itu merupakan = funged dari berbagai variabel.

Apabila kita telali mengambil keputusan untuk mengikuti pola pertum -
bunar, meka tidak dapat kita elakkan pengpunsan akuran-ukurar umumm. Uluran-
ukuran ataupun kriteria penggungan maedal menvangkut "capital —mtpu:l ratia’.
efek pelipatgandaan serta tingkst percepatannya dalam memperbesar modal
yang ada. Dengan ukuran;ukuran ini, meka jummlah modsl vang terbatas, pada
ringkat permulaan tidak mungiin dibagikan secara meluag, apalagi merzia.

Pada tingkatan ini, "pertumbuhan dengan keadilan” akan mempersoalkan spaksh
penggunaan modal benar-benar mempertimbanyzkan ukuran -ukuran tersebut, Se- |
ienjutnya akan dipersoaikan sejaub mana bentuk invesvael modal itu memﬁe'rhiu
tungkan “gocigl cost” dalé.m kebijaksanaan-kebijaksanaan usahanya, terutama
sejauh mana bentuk investasi itu dapat menyerap tenaga kerja. Indikator -indf-
kator dalam kebijoksanaan ini dapat dilihat dari reknik produksi, usaha*usahs
peadidiken tenage herja seria sekior investasi itu eendiri. Sebegita prinsip-
prinsip di atas ini diterima cebagai bagian dari perencanaan "pertumbuhan
dengan keadilar maka pemecahannya dapat dicari meialui metode-metode optima -

Hpasi.

Secara garis besar proees ini seharusnya dalam suatu periode wakeu

| vang realistis dapat berjalan déngan lancar, schingga dapat dikumpulkan modal
yang berarti dan bersamaan dengan itu penyerapan tenaga kerja dapat seban-
diog dengan pertambahnan jumiah pecduduk. Dengan pertumbuhan ekonomi Indo-
nesia dewaea ini gsebesar kira-kira 7% pertambahan angkatan keria setizp ta-
munoya belum dapet diserap oleh iapangan kerja yang tersedia. Menurut perki-
rasn, elasticity employment index” di Indonesia rata-rata mencapai 0, 3%, E;'f-.‘-'-'
aingga urtuk depat menampung pertamizaban angkatan kerja sebesar 2, 5% se-
tlap tahunnya, pertumbuban ekonorii harus mencapal 8 1/3% setiap tahunnya. .

-Séjéliﬁ dengan proces pengumpulan modsl dalam skala besar tadi, lam-
bat laun harus dapat ditimbulkan pula pelipatgandaan dalam sektor produksi
skala kecil. Untuk ini kebijakeanaan dalam sektor prodtikéi dalam skala besar
harus berorientasi pada sektor produks: skals Lecil. Dersaimaan
dengan tirabulnys usaha-useha baru dalam skala kecil sepexti di bidang-bidang

zKetcraugan Menteri Tenaga Kerja & Tranamigrasi Moperasi Dr. Soebrote
pada tanggal 22 Agustus 1973, Kompas, 23 Agustus 1973.



industri kersjinan rakyat, pertanian dan peternakan, maka sektor produksi
daiam skkia besar bukan hanya berkewajiban untuk tidak mematikan usaha-
usche -hsellini, tctepi sebaliknya pula harus menjadi payung dan pelindung
dari gektor produksi dalam skala kecil ini. Gagasan serupa ini atau yang di-
aamakan "national integrated units'' oleh J. PANGLAYKIM dimaksudkan un-
bik dapat membanty pengusaha-pengusaha kecil, baik dalam management,
ekupor dan pemasavan maupun untuk melindungi pengusaha- pengusaha kecil
darl saingan investasi asing yang bermodal kuat. . Adalah kenyatsan bahwa
indonesia tidak dapat menutup pintu terhadap investasi asing, dan justru kare-
na kenyataan ini kita perlu mempersiapkan diri untuk dapat menarik keuntung-
aa yang cebesar mungkin dari modal yang mengalir ke Indonesia. Dilihat se-
cara begini, pertumbuhan usaha nasional dalam skala besar bukan gaja meru-
pakan konsekwensi alamiah dari proses pertumbuhan ekonomi, tetapi usaha -
uraha ini dibutuhkan untuk kepentingan nasional. Bila rencana pertumbuhan ini

depat diterima maka sebaglen dari masalah keadilan telah dapat dijelaskan.

BEBAN YANG "ADIL" DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Magalah yeng dihedapi oleh pembangunan di Indonesia adalah masalah
kekurangan modal, teknologi dan teknik msnagement. Kalaupun demikizn, ber-
bagai persiapan telah dapat dilakukan mulai sekarang. Seperti dinyatakan dalam
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA, "Pembangunan nasional memerlukan
investas! dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandsskan
kemampuan sendiri, sedangken bantuan luar negeri merupakan pelengkap. n2
Dalam periode waktu antara sekarang hingga selambat -lambatnya tahun 1984
struktur pembangunan Indonesia harus menjalani suatu transisi yang lebih ter-
arah. Dalam proses ini, tinjauan makro seperti dalam analisa ini kiranya ma-~
sih perlu dilengkapi dengan berbagai pertimbangan pengaturan penggunaan dana-
dana dan pembiayaan pembangunan. Seperti telah dinyatakan sebelumnya, ba-
glen terpenting dalam perencanaan adalah kejelasan mengenai sektor - sektor
usaha atau kelompok-kelompok mesyarakat mana vang harus memikul beban
pembiayazn pembangunan.,

*Lihat Jj. Panglaykim, Economic Development, Multinational Corporation and
Naijonal Integrated Units, Kertas Karya disampatkan dalam Second Franco-
Indonesian Conference, Bali, Juli 1973.

2Ke:tetapan MPR Tahun 1973 No. IV.




Delein psmbangunsn Indonesia dalah satu variabel vang penting adalzh
pextambsghan pendudu’: yeng peset, dan bagi serencans hal ind berasti pening -
fwian penyedlaan pangen, periuasan fasilitas pendidikan dan perluasan lapangan
kexja i eamping peayadizan fasilitas- fasilitas ficik lainnya. Dalam pola eko-
nomi Indonesie hingga saat ini, beras -~ gebagai bahan makanan pokok - - me-
megang peranan yany menentukan. Kenaikan harga beras secara langsung mem -
pengaruhi biay& hicup mesyarekat, sepertl texrbukti pada laju irflasi dalamn
tahun enpgaran 1972/73 yang mencepai 20, 8% sebagai akibat kenaikan haxrga
beras yarg melonjak poda akhir tehun 1572. Peningkaten biaya hidup ini gangat
besar pengaruhnya apabila dlingat bahwa dalam tabun engearan sebelumaye
laju inflasi hanya 0, ©%. : Di dunie pada umumnya dewasa ini terdapat trend
kenaikan harge bohan-behan maksnen sebagai akibat dari berbagai masaiah
teknis dan ekologis. Ekonomi Indonesia yang bersifat terbuka ini juga rawss
terhadap pengaxuh-pengaruh inflasi dari luar, seperti yang diakibatkan oleh
krizis moneter internasional. Hal ind herarti bahws inflsei di indonesia untuk
sebagian cerdiri dari inflasi yang ditmpor dari luar. Maka untuk dapat mem-
pertahankan tingkat yeng wajar dari biays hidup masyarsbat -- suatu kebijak-
sanasn yang kiranva pokok dalem periede transisi ini -- gumber-sumbar ke-
goncangan df dalam rege=i heyua dapat dicliiniy. Delam menyelenggarakan
kehijakeanaan ini pexiu Kirenys diteliti lebik lanjut kemungkinan mempertahan-
kzn harga beras pads suat: tingkat yung wajar -- bila periu desgan mengorban-
ken gekror yang lain -- dan gpabila mungkin juga secars bertahap melepasken
pengaruh berag pada perekonomiarn indonesia.

Jikalau kebijaksanaan texrsebut secara teknis dimungkinkan pelaksanaun-
aya, maka masalah pembiayaan celalu dapat dicarikan jalan keluarnya. Salah
saiu alternatif untuk ini kiranya adalah pengaturan secars intervsekroral, yak-
ni dl mana sektor yang menghaeilkan uang yang terbesar dibebankar untulk
memikul pembiayasn sektor yang vital. Dalam tahun 1972/73 misalnya, pe-
nerimaen pajak pereeroan minyak merupakan 65, 8% dari seluruh penerimagn
Pajak langeung atan merupakan 36% dari seluruh penerimaan dalam negeri.
Pemikiran ini, biarpun periu ditusjang oleh angka-angka, pada dasarnya mem-
pestimmbangkan aspek keadiiannya. Jikalau diterima bahwa untuk waktu 10 ta-
hun yang akan dateng pembangunan harus berorientae: pada mempertahankan

lLiha; Pidato Kenegaraen Presiden R. I, di depan DPR, 16 Agustus 1973.




serendah mungkin biaya hidup masyarskat, hal mana pade unumnya diukur
dengan harga pangan - - khususnya beras -- satu dan lain karena peningkatan
pendapaian masyarakat secara langsung berert! peningkatan konsumasai pangasn,
namun demikian biaya pembangunen tidak mungiin dibebanksn kepada sektor-
- peltor produkel pangan itu sendiri.

Sebaliknya penghssilan negara dari sektor pertambaﬁgm khususnya
minyak -- komoditi penghasil devisa yang terbesar tetap: merupakaa suatu
“depleting asset" - selama prospek pemasarannya baik, ia memang periu
dimenfaatikan d;-.-mi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini devisa itu sendiri
bukan masalah yang diMS. karens untuk sebagian hesar akan dlpeflukan
untuk meningkatken ugaha perminyakan itu sendiri untuk semakin memperbe -
ear penghasilannya. Pengsturan beban pembiayaan pembangunan seperti di -
atas, di mana “'kendilan” dapat difdhur melaluil penariken pejak, terutama me-
minta kebdjaksanagn perpnjm yang 1eb1h jeha, tidak saje yang menyanghkut |
sektor= sekior penghasil yang utama tetapi diselenggarskan secara umum.
Pemikiran ini berusaha mencari formula yang fungsionil dslem hubungan an-
tara éektor-cekmr "model” yang dibebani pembiayaan pembangunan di éatu
pihek dan di pihak lain dalam menunjang sekior-sektor yang belum  dan se-
lama belum -- dapat melaksanakan “self geanerating growth”, satu dan lain
bukan untuk memecah perencanaan pemi:mgumn datam unit -unit intersektoral
. yang independen, tetapi terutama dimaksudkan untuk memberikan kejelasan -

mengenal bk tanggung - jawab posial setiap sekior yang bersangkutan., Na- -
mun demikian, apabila untuk waktu yang akan datang ini belum dapat dirumus-
kan suatu perencansan pembangtmnn yang menyeluruh, pemisahan perenca-
naan pembengunan dalam unit-unit intersekioral yang masing -masing berja~ .
lan secsra independen tetapi dengan "missi” sosiglnya adalah jauh lebih haik
daripada hasil pembangumn yang direncanakan secara sekioral seperti yang
cenderung terjedi dalam proses pembangunan kita dewasa inl. Secara garis
‘besar pengutéiran serupa ini kiranya dapat diselenggarakan seperti dalam
bagan Gamber I (halaman 18). | -

Pendekatan intexrsekioral terhadap masalah pembisyaan sektor -sektor
yang vital den mahsl, seperti pertanian dan pendidikan, sekaligus dimsksud-
- kan untuk membebesksan sparet jesa-jasa yang tidak efektif melaiul suatu



sisuim management yang lebih ketat, dan apabila mungkin secepatnya apa -

Xat jasa-)asa yang tidak efektif itu dapat ditransformir ke dalam aparat pro-

clukai.
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Sebagai suaru pengantar, tulisan ini berusaha mencari ke jelasan te: -

tang bagaimana pembangunan di Indonesia - - melihat pengalaman selama ini --
" dapat didekati. ‘Berbagal persoalan yang dibicarakan dalam masyarakat, ce-
beri misainya "keadilan" dan “keseimbangan’ dalam rangka pertumbuhan



ekonomi hanya merupakan slogan apabila tidak diusahakan untuk ditérangkan
dalam dan melalui bahasa perencanaan. Biarpuu pada taraf pertama ungkapan-
ungkapan serupa ini dihasilkan oleh suats keputusan politik, tetapi untuk selan-
jutnya para perencang berkewajiban untuk dapat merumuskannva_ dalam suatu

perencanaan yang jelas.

Perencanaan pembangunan di Indonesia hampir dapat dikatakan dipaksa
untuk mempérhitun_gkan pertambahan pendqduk yang pesat scbagai variabel yang
utama. Sebaliknya, pelaksanaan pembangunan menghadapi kenyataan peningkat -
an harapan ma_tsyér_akét sesual kebutuhan manusiawinya ataupun aspiras: yang
banyak ditentukan oleh fakmr-faktor yang bermacam ragam, politik, ekonomi
ataupun séaial. Oleh karena antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Itu terdapat bataa yang sangat kabur, maka para perencana tidak dapa' meng-
elakkan diri untuk tidak memperhiumgkn.n pela.lcsanaan dan segala mesalah yang
_ akan dihadapl dalam pel&ksanaan lersebut.

Biarpun uecara keseluruhan, pendekatan vang digunakan dalam analisa
- ini belum meberikan jawaban temadap magziah pelaksanaaanya, tetap: dengan -
-menggunaksn berbagai- model, analisa ini dimaksddkan untuk membantu me-
_nangkap permasalahmxhya dalam proporsi tertentu yang pada gilirannya akan
dapat membantu pelaksanaan rencana -rencana pembangunan Sesgedikitnya un-
tuk taraf ini, analiga ini dimakmldkan untuk dapat memba.has masalahnya seca-
ra lebih teratur.



